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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak moral pencipta lagu dalam 

industri musik di Indonesia, khususnya terkait dengan penggunaan lagunya secara 

komersial tanpa izin. Studi ini mengkaji pengaturan hak moral dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan mengidentifikasi hambatan 

yang ditimbulkan oleh Pasal 23 ayat (5) UUHC terhadap perlindungan hak moral 

pencipta lagu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) huruf e tentang hak 

integritas. Selain itu, penelitian ini juga mengulas teori-teori hukum yang 

melatarbelakangi hak moral, sejarah pengaturan hak moral di Eropa, serta 

pengimplementasian hak moral di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif 

(LMK). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 23 ayat (5) UUHC membatasi 

pengimplementasian hak moral pencipta lagu, khususnya hak integritas, dan perlu 

ditinjau ulang untuk meningkatkan perlindungan hak moral pencipta lagu. Studi ini 

juga menyoroti latar belakang peratifikasian Berne Convention dan pentingnya hak 

moral diakui dan dilindungi secara lebih efektif dalam industri musik Indonesia. 

Kata Kunci: hak moral, pencipta lagu, industri musik, hak cipta, UUHC, Berne 

Convention, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), hak integritas. 

 ABSTRACT 

This research aims to analyze the moral rights of songwriters in the Indonesian 

music industry, particularly regarding the commercial use of their songs without 

permission. This study examines the regulation of moral rights under Law Number 28 

of 2014 on Copyright (UUHC) and identifies the obstacles posed by Article 23, 

paragraph (5) of the UUHC to the protection of moral rights. Additionally, this 

research reviews legal theories underlying moral rights, the history of moral rights 

regulation in Europe, and the application and enforcement of moral rights in Indonesia 

through the Collective Management Organization (LMK). The results show that Article 

23, paragraph (5) of the UUHC limits the implementation of songwriters' moral rights, 

particularly the right of integrity, and needs to be reconsidered to enhance the 

protection of songwriters' moral rights. This study also highlights the urgency of 
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ratifying the Berne Convention and the importance of recognizing and effectively 

protecting moral rights in the Indonesian music industry. 

Keywords: moral rights, songwriters, music industry, copyright, UUHC, Berne 

Convention, Collective Management Organization (CMO), right of integrity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Karya cipta lagu mengambil peran penting dalam industri hiburan dalam negeri 

maupun internasional, hal tersebut yang menyebabkan tidak sedikit orang 

menggantungkan hidupnya untuk berkarya di industri musik. Lagu memiliki prospek 

bisnis sangat besar karena sebagai bagian dari industri musik, di dalamnya ada 

perputaran uang yang banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari prospek bisnis industri 

musik seperti pengelolaan studio rekaman, penjualan beat dan sample, pengembangan 

aplikasi musik, penulisan lirik, dan penciptaan lagu.1 Dalam industri musik, pencipta 

lagu memiliki peran kunci karena mereka menciptakan lirik, melodi, dan aransemen 

musik yang menarik. Karya cipta lagu yang kuat dapat menciptakan lagu-lagu yang 

populer dan memikat, menghasilkan penjualan album yang sukses, dan mengorbitkan 

karir para musisi. Sebagai salah satu contoh, musisi Ahmad Dhani selain menciptakan 

lagu untuk band-nya sendiri, juga menciptakan lagu untuk artis dan musisi lain. Mulai 

dari penyanyi legendaris Almarhum Chrisye, Reza Artamevia, dan Ari Lasso.2  

Karya cipta lagu sendiri dilindungi oleh Hak Cipta yang telah diatur dengan 

tegas dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal 1 

angka 1  UUHC menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif. Sebagai suatu 

hak yang eksklusif, hak cipta dipandang sebagai suatu obyek hukum yang mempunyai 

hubungan dan kepentingan yang sangat erat dengan penciptanya serta orisinalitas 

ciptaannya.3 Sebagaimana dijelaskan dalam UUHC, hak eksklusif dalam sebuah 

ciptaan terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.4 Hak ekonomi merupakan hak yang 

                                              
1Putra, Bayu, 7 Bisnis Musik yang Menguntungkan!, 2020, diakses melalui https://indonesia.sae.edu/id/7 
-bisnis-musik-yang-menguntungkan/ pada tanggal 21 Juni 2023. 
2Haryanto, Reza, 2023, 5 Lagu Ciptaan Ahmad Dhani yang Sukses Dibawakan Penyanyi Lain, 
Okecelebrity, diakses melalui https://celebrity.okezone.com/read/2023/03/30/205/2790306/5-lagu-cipta 
an-ahmad-dhani-yang-sukses-dibawakan-penyanyi-lain?page=3 pada tanggal 10 Oktober 2023. 
3Mashdurohatun, Anis, 2013, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, 
Semarang: Madina Semarang, hlm. 28. 
4Pasal 4 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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ada pada pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual 

miliknya.  

Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena 

penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau karena penggunaan oleh 

pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi.5 Hak ekonomi tersebut dapat berupa royalti 

yang harus dibayarkan oleh pengguna komersial karya cipta kepada pencipta. Saat ini, 

pemungutan dan pengumpulan royalti dari sebuah ciptaan dilakukan oleh Lembaga 

Manajemen Kolektif atau biasa dikenal dengan LMK. LMK merupakan suatu lembaga 

berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga untuk melaksanakan pengelolaan 

hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, mengelola hak-hak ekonomi 

pemegang hak terkait, dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan 

publik dan mempublikasikan hasilnya kepada publik.6 Hubungan hukum antara LMK 

dengan pencipta lagu sendiri didasari oleh hubungan kuasa.  

Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak 

tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Berbagai 

negara mengakui keberadaan hak moral yang melekat kepada pencipta atas suatu 

ciptaannya.7 Tentang hak moral, antara pencipta lagu dan lagunya ada sifat kesatuan 

atau dengan kata lain ada hubungan integral diantara keduanya. Berdasarkan sifat 

kesatuan antara hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan 

hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya 

cipta, baik itu mengenai judul, isi apalagi penciptanya.8 Awalnya, perkembangan dan 

pengakuan hak moral pertama kali dimulai dari Eropa (Prancis dan Jerman). Dalam 

perkembangannya, hak moral pertama kali diakui dalam Berne Convention pada tahun 

1886. Konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang tertua di bidang hak 

                                              
5Mashdurohatun, Anis, Loc.Cit. 
6Damian, Eddy, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 63-64. 
7Airlangga University Press, Hak Cipta, 2020, diakses melalui https://aup.unair.ac.id/hak-cipta/, pada 
tanggal 2 Maret 2023. 
8Hasibuan, Otto, 2008, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, PT. Alumni, Bandung, 
hlm. 49.  
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cipta dan terbuka bagi semua negara untuk diratifikasi. Berne Convention juga 

mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (droit moral).  

Sebagaimana dinyatakan dalam Berne Convention bahwa “Moral rights: 1. To 

claim authorship; to object to certain modifications and other derogatory actions; 2. 

After the author’s death; 3. Means of redress.”9 Hak yang dimaksud ini adalah hak 

pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk 

mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, 

mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat merendahkan kehormatan 

dan reputasi penciptanya.10 Alasan utama diadakannya Berne Convention 1886 adalah 

negara-negara peserta konvensi mempunyai keinginan, seperti alasan untuk 

memberikan hak-hak khusus kepada pencipta dan hak untuk menikmati keuntungan 

materiil dari ciptaan-ciptaannya, serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan 

tanpa izin dari penciptanya.11  

Di Perancis, falsafah hak cipta Perancis adalah berdasarkan pemikiran John 

Locke mengenai teori hukum alam, yang menjunjung tinggi akan hak moral. Hal ini 

sama seperti di Indonesia, karena pemikiran John Locke tersebut banyak dianut oleh 

negara civil law. Pemikiran John Locke menyebutkan bahwa hukum itu tidak lagi 

diturunkan dari Tuhan, akan tetapi dari alam kodrat dan berdasarkan rasio.12 Pemikiran 

John Locke, bahwa manusia adalah keadaan bebas, atau ada secara alamiah sebelum 

negara ada. Manusia telah memiliki hak-hak alamiah (natural rights), yaitu hak-hak 

manusia yang dimiliki secara pribadi, seperti hak hidup, hak akan kebebasan dan 

kemerdekaan, hak milik, hak memiliki sesuatu dan sebagainya.13 Dalam konteks ini, 

hak cipta merupakan hak yang timbul dari alam kodrat dan pencipta sendiri memiliki 

hak atas penentuan penggunaan karyanya secara bebas dan merdeka. Kita dapat 

                                              
9Article 6bis Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works (Paris Text 1971). 
10Yanto, Oksidelfa, 2016, Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta, Jurnal Surya Kencana Satu : 
Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 6(1), hlm. 108, diakses melalui https://doi.org/10.32 
493/jdmhkdmhk.v6i1.34 pada tanggal 19 Juni 2023. 
11Mashdurohatun, Anis, Op. Cit., hlm. 9. 
12Haryono, dan Sutono, Agus, 2017, Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan secara Filosofis 
dan Teoretis, Jurnal Ilmiah CIVIS, VI, No. 2, , hlm. 51 diakses melalui https://doi.org/https://journal.up 
gris.ac.id/index.p hp/civis/ar ticle/1904/1516 pada tanggal 21 Juni 2023. 
13 Ibid, hlm. 56. 
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melihat hak moral di Perancis dimiliki atau digunakan terhadap semua obyek ciptaan, 

termasuk karya cipta lagu. Pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh 

untuk melakukan kontrol setiap penggunaan ciptaan yang mungkin dapat merugikan 

kepentingannya.14 Pada dasarnya, hak moral dan hak ekonomi dalam aturan hak cipta 

suatu negara bergantung pada prinsip dan dasar filosofis yang dianut pada masing-

masing negara.  

Dalam hukum Inggris, pengaturan tentang hak moral dapat ditemukan dalam 

Copyright, Designs, and Patents Act 1988 (CDPA 1988) atau Undang-Undang Hak 

Cipta, Desain dan Paten 1988. Hak moral secara jelas diperkenalkan di Inggris melalui 

Bab IV dari CDPA 1988.15 Sebelum diatur dalam CDPA 1988, Inggris mengaturnya 

dalam Law of Literary and Artistic Property 1957. CDPA 1988 sendiri mengakui hak 

moral terpisah dari hak ekonomi, hal ini berangkat dari sifat dualistik hak cipta 

sebagaimana termuat dalam Law of Literary and Artistic Property 1957. Peraturan 

tersebut mengatur mengenai perlindungan hak cipta di Inggris dan memasukkan aspek-

aspek hak moral sebagai bagian dari hak cipta. Di bawah Undang-Undang Hak Cipta 

1988, hak moral diakui sebagai bagian penting dari hak cipta. Dalam CDPA 1988, 

pelanggaran terhadap hak moral dianggap sama dengan pelanggaran terhadap hukum. 16  

Salah satu fenomena yang terjadi hingga saat ini pada industri musik dalam 

negeri ialah kasus pencipta melarang lagunya digunakan oleh orang tertentu. Hal 

tersebut sebetulnya tidak diatur secara tegas dalam UUHC. Salah satu kasus yang 

terjadi ialah Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu melarang musisi Once Mekel untuk 

menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Ahmad Dhani melalui konferensi pers 

mengumumkan secara terbuka melarang Once menyanyikan lagu-lagu ciptaannya 

karena dianggap tidak pernah meminta izin. Secara tidak langsung berdasarkan hak 

moral yang merupakan hak eksklusif, pencipta lagu seharusnya bisa melakukan 

pelarangan tersebut, namun hal ini menjadi masalah karena adanya Pasal 23 ayat (5) 

UUHC. Di sana diatur bahwa izin penggunaan lagu secara komersial oleh orang lain 

                                              
14 Haryono, dan Sutono, Agus, Op. Cit., hlm. 56. 
15 Hanan Mohamed Almawla, Moral Rights in The Conflict-of-Laws: Alternatives to the Copyright 
Qualifications, Disertasi, University of London, United Kingdom, 2012, hlm. 30. 
16 Ibid, hlm. 28. 
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dapat dianggap telah dilakukan apabila orang tersebut telah membayar imbalan kepada 

pencipta. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 23 ayat (5) UUHC bahwa penggunaan 

secara komersial suatu lagu dianggap sah selama telah dilakukannya pembayaran 

imbalan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta melalui  Lembaga Manajemen 

Kolektif.  

Hak moral dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC, ditafsirkan sebagai hak 

eksklusif pencipta yang salah satunya ialah mempertahankan haknya dalam hal terjadi 

distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat 

merugikan kehormatan diri atau reputasinya.17 Berdasarkan ketentuan tersebut, usaha 

pencipta lagu dalam mempertahankan haknya dalam terjadinya hal yang bersifat 

merugikan kehormatan diri atau reputasinya dapat ditafsirkan luas. Tidak ada 

penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan yang dianggap 

merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta, sehingga hal ini bersifat subjektif 

terhadap pencipta lagu. Selain itu yang dimaksud dengan hak eksklusif bagi pemilik 

hak cipta merupakan hak untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, 

sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya 

tersebut.18 Tentu hal ini akan menjadi relevan dengan kasus-kasus terkait 

pengimplementasian hak moral pencipta yang pernah terjadi terhadap musisi tanah air.  

Meskipun pemenuhan hak ekonomi dari pencipta terpenuhi dalam Pasal 23 ayat 

(5) UUHC, namun hal ini menimbulkan permasalahan karena hak moral dari pencipta 

lagu menjadi dicederai dalam industri musik. Padahal, pengimplementasian hak moral 

pada dasarnya merupakan usaha pencipta lagu untuk mempertahankan kehormatan dan 

penghargaan dirinya serta karyanya.19 Oleh karena itu, seharusnya ketentuan dalam 

UUHC dapat mengakomodir pencipta lagu untuk menegakkan hak moralnya 

sebagaimana ditafsirkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Article 6bis Berne 

Convention. Permasalahan ini sendiri sebelumnya belum pernah diangkat oleh 

penulisan hukum lain yang dapat ditemukan oleh Penulis. 

                                              
17 Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
18 Mashdurohatun, Anis, Loc.Cit. 
19 Ibid. 
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Berdasarkan pemaparan yang ada di dalam latar belakang, penelitian ini akan 

mengkaji lebih permasalahan-permasalahan tersebut dalam skripsi, berjudul: 

“ANALISIS TERHADAP HAK MORAL PENCIPTA LAGU ATAS 

PENGGUNAAN LAGUNYA DALAM INDUSTRI MUSIK” 

1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka rumusan masalah yang 

ditemukan ialah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengimplementasian hak moral dalam peraturan hak cipta di 

Indonesia pada kaitannya dengan keberadaan hak integritas dalam industri 

musik?  

2. Bagaimana pengimplementasian Pasal 5 ayat (1) huruf e pada kaitannya 

dengan penafsiran Pasal 23 ayat (5) UUHC untuk mengakomodasi hak moral 

pencipta lagu dalam industri musik? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian hak moral 

dalam peraturan hak cipta di Indonesia pada kaitannya dengan 

keberadaan hak integritas dalam industri musik. 

2. Untuk mengetahui pengimplementasian Pasal 5 ayat (1) huruf e 

pada kaitannya dengan penafsiran Pasal 23 ayat (5) UUHC untuk 

mengakomodasi hak moral pencipta lagu dalam industri musik. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil dari penelitian ini antara lain: 

1.3.2.1 Teoretis 

Melalui penelitian ini, para pencipta diharapkan dapat 

mengetahui sejauh mana hak moral yang melekat kepadanya, 

apakah hak moral tersebut mencakup mengenai penentuan 

penggunaan karya cipta lagunya dalam industri musik. Selain 

itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat 
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bagi perkembangan ilmu hukum bidang Hak Kekayaan 

Intelektual terkhusus mengenai Hak Cipta. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini bisa memiliki manfaat praktis 

saat para pencipta lagu dan pengguna karya cipta lagu di 

kemudian hari terkait pemberian izin penggunaan lagu dalam 

industri musik. Mengingat pula bahwa industri musik adalah 

salah satu industri bisnis yang sangat besar menyumbang 

pendapatan negara, maka diharapkan penelitian ini dapat 

melengkapi permasalahan hukum disana. 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan hak 

moral berdasarkan peraturan hak cipta di Indonesia, khususnya Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam penelitian 

ini, penulis mengoperasionalkan metode penelitian yang digunakan dengan 

melakukan penafsiran-penafsiran. Penulis melakukan penafsiran historis 

atas hak moral dengan melihat awal mula munculnya hak moral pada 

Konvensi Bern 1886 serta sejarah kemunculan hak moral di negara-negara 

Eropa yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman. Kemudian penulis melakukan 

penafsiran otentik dengan melihat penjelasan atas hak moral dalam UUHC. 

Selanjutnya dilakukan pula penafsiran secara gramatikal, dalam hal ini 

terkait penafsiran Pasal 5 ayat (1) huruf (e) UUHC. Penafsiran dilakukan 

dengan menjelaskan makna ketentuan tersebut dengan diuraikan menurut 

bahasa dan susunan kata. Penulis juga mengaitkan teori yang dimuat dalam 

disertasi berjudul Moral Rights in The Conflict-of-Laws: Alternatives to the 

Copyright Qualifications, mengenai adanya hak integritas dalam hak moral 

yang berkaitan dengan perlindungan integritas, reputasi, dan kehormatan 

seorang pencipta lagu. Kemudian juga bahwa dalam disertasi tersebut 

dinyatakan bahwa dalam melihat kepentingan hak moral, perlu dipisahkan 
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dari kepentingan hak ekonomi. Lalu penulis juga akan mengaitkan dengan 

teori hukum alam yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, terkait hak 

cipta. Teori ini digunakan oleh penulis terkait bagaimana penulis mengkaji 

seharusnya perlindungan hak moral dalam UUHC dapat mengakomodasi 

hak kebebasan pencipta atas penggunaan karya cipta lagunya dalam 

industri musik. 

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini, penulis melakukan pengumpulan data yang 

digunakan sebagai bahan-bahan yang dapat membuat penulisan ini menjadi 

komprehensif. Penulis menggunakan beberapa bahan untuk 

mengumpulkan data seperti sumber hukum primer, sumber hukum 

sekunder, dan sumber hukum tersier. Dapat disimpulkan bahwa teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu data yang diperoleh dengan 

menelaah bahan kepustakaan terkait hak cipta.  

1.4.2 Sumber Hukum Primer 

Data primer adalah bahan-bahan hukum primer berupa data 

kepustakaan yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang 

mendukung penulisan hukum ini. Dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Keputusan 

Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For 

The Protection Of Literary And Artistic Works, dan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 
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1.4.3 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder sendiri adalah dokumen atau bahan hukum yang 

dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku sebagai data pelengkap 

sumber data primer yang digunakan. Sumber data sekunder yang penulis 

gunakan adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka 

seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain 

sebagainya yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas di 

dalam penelitian ini. 

1.4.4 Sumber Data Tersier 

Sumber data Tersier sebagai bahan yang memberikan informasi 

tentang sumber data primer dan sekunder. Data Tersier dalam penelitian ini 

adalah bahan hukum penunjang yang meliputi bahan yang memberi 

petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V, Oxford 

Dictionary, Cambridge Dictionary, kamus hukum seperti Black’s Law 

Dictionary, ensiklopedi serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier di 

luar bidang hukum yang memiliki relevansi dan dapat dipergunakan untuk 

melengkapi tulisan ini.  

1.4.5 Teknik Analisis 

Teknik Analisis pengolahan data dan/atau informasi dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara menyusun data yang diperlukan terkait dengan 

perumusan masalah dan dalam penelitian ini terkait dengan analisis 

terhadap hak moral pencipta lagu atas penggunaan lagunya dalam industri 

musik. Informasi dan data yang sudah dikumpulkan kemudian direduksi 

dengan melakukan kajian analisis terhadap data dan/atau informasi dengan 

tujuan diuji relevansinya dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya data-

data yang telah didapatkan terkait dengan topik penelitian, peneliti 

melakukan pengklarifikasian data dan/atau informasi sesuai dengan pokok 

permasalahan dan data disusun dengan sistematis baik secara hirarkis 

maupun secara kronologis. 
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1.5 Sistematika Penelitian  

Penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri sebagai 

berikut:  

BAB I - PENDAHULUAN  

 Bagian ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan pembatasan dari masalah yang dikemukakan dalam tulisan ini. 

Bab ini juga merumuskan metode penelitian yang digunakan dalam meneliti 

permasalahan dan sistematika penulisan yang berisi kerangka penulisan setiap bab. 

 

BAB II – PENGATURAN HAK MORAL PENCIPTA LAGU DALAM 

INDUSTRI MUSIK INDONESIA 

 Dalam bab ini Penulis menjelaskan mengenai pengaturan hak moral seorang 

pencipta lagu dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (UUHC) dan peraturan 

perundang-undangan tentang hak cipta. Secara umum berdasarkan peraturan yang ada, 

akan dibahas pengertian, unsur-unsur, syarat-syarat, dan konsep yang terdapat dalam 

hak moral.  

 

BAB III - TINJAUAN HISTORIS DAN TEORITIK HAK MORAL DALAM 

INDUSTRI MUSIK DI INDONESIA 

Dalam bab ini Penulis memaparkan tentang hasil tinjauan historis dan  teoritik 

terkait pengaturan hak moral dalam industri musik di Indonesia berdasarkan kajian 

terhadap literatur yang ada.  

 

BAB IV - ANALISIS TERHADAP HAK MORAL PENCIPTA LAGU ATAS 

PENGGUNAAN LAGUNYA DALAM INDUSTRI MUSIK 

Dalam bab ini Penulis membahas dan menguraikan hasil analisis terhadap hak 

moral pencipta lagu atas penggunaan lagunya dalam industri musik, sekaligus turut 

menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan ini.  
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BAB V - PENUTUP  

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang memuat tentang 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian peneliti tentang hal-hal yang bisa 

disimpulkan berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan dalam bab 

sebelumnya. Sedangkan saran adalah rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait, 

dimana saran ditulis berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah dikemukakan 

sebelumnya. 
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